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P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Ternate  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah

tangga, tempat kediaman di xxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Agen Kapal,

tempat kediaman di xxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25

Februari  2021 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Ternate

pada  tanggal  15  Maret  2021  dengan  register  perkara  Nomor

185/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan  Tergugat melangsungkan pernikahan pada

tanggal xxx yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Kota  Ternate  Selatan,  Kota  Ternate,  sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor  xxx;

2. Bahwa  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk
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rumah tangga yang sakinah,  mawaddah,  warahmah yang diridhoi  oleh

Allah SWT;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah  saudara  Penggugat  yang  beralamat  di  Kelurahan

Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya

pasangan  suami  istri  dan  sudah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang

bernama:

5. Xxx

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  memasuki  tahun  2018  ketentraman

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan

yang disebabkan oleh: 

a. Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  sepaham  dalam

menjalankan kehidupan  rumah tangga;

b. Sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran dan tidak

ada lagi harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

c. Tergugat  sudah  tidak  memberi  nafkah  secara  layak

kepada Penggugat;

d. Tergugat  keluar  dari  rumah dengan  alasan  Penggugat

sudah  tidak  bisa  melayani  Tergugat  dan  sampai  saat  ini

Tergugat sudah tidak kembali bersama Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi

hidup  bersama  layaknya  pasangan  suami  istri  kurang  lebih  4  bulan

hingga saat ini;
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8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat

dan  Tergugat  akan  tetapi  usaha  tersebut  tidak  dapat  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa  sebagaimana  apa  yang  telah  diuraikan  diatas  Penggugat

beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati

untuk bercerai dengan Tergugat;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Penggugat  memohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Ternate  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (xxx)  Terhadap

Penggugat  (xxx);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum; 

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 
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Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang sah tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli  Surat  Keterangan  Domisi  An.  Penggugat  Nomor  xxx,

tanggal  15  Maret  2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kelurahan

Jambula,  Bukti  surat  tersebut  telah  oleh  Ketua  Majelis  dibubuhi

tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P1); 

2.   Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Kecamatan  Kota

Ternate Selatan, Nomor xxx Tanggal 0xxx, Bukti surat tersebut telah

diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf

serta diberi tanda bukti (P2

B. Bukti Saksi.

Saksi  1,  xxx,  umur  61  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta

(pedagang), bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi RT. 04/RW. 01,

Kecamatan Ternate Selatan,  di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

− Bahwa  Saksi mengenal Penggugat;

− Bahwa  Penggugat adalah anak kandung Saksi;

− Bahwa  Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat biasa dipanggil

Tanjil;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak

pertama  berada  dalam  asuhan  Tergugat  dan  anak  ke  dua  berada

dalam asuhan Penggugat;
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− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan.

Jambula;

− Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis  namun  sering  terjadi  cekcok  disebabkan  Tergugat  tidak

memberikan uang belanja kepada Penggugat dan mengatakan bahwa

Penggugat tidak tahu memasak dan Tergugat sering pergi ke rumah

orang tuanya dari jam 8 (delapan) pagi sampai jam 12 (dua belas); 

− Bahwa  Saksi  menyaksikan  sendiri  karena  Penggugat  dan  Tergugat

pernah tinggal di rumaj saksi;

− Bahwa sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;

− Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

− Bahwa namun tidak berhasil;
Saksi 2,  xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat  tinggal  di  Kelurahan  Tanah  Tinggi  RT.  04/RW.  01,  Kecamatan

Ternate  Selatan,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

− Bahwa  Saksi kenal Penggugat dan Tergugat

− Bahwa  Penggugat adalah kakak ipar Saksi;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

− Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih

sekitar   6  bulan  terakhir  ini  sudah  tidak  harmonis  karena  Tergugat

mengatakan  bahwa  Penggugat  tidak  tahu  memasak  dan  pergi

meninggalkan Penggugat padahal Tergugat tidak memberi nafkah ;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 (enam)

bulan  belakangan  ini  karena  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat;

− Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  menafkahi

Penggugat;

− Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun

tidak behasil;
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Bahwa atas keterangan para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat,  meskipun  dipanggil  secara

resmi  dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu,  maka putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun  1974,  jo.  Pasal  65  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,

sebagaimana telah  diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006

dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal

115 Kompilasi  Hukum Islam,  Majelis  Hakim pada setiap  kali  persidangan

telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar

agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi

tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dalam perkara aquo,  maka Majelis tidak dapat memerintahkan
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para  pihak  untuk  melaksanakan  mediasi  karena  salah  satu  syarat  agar

mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di

persidangan  sebagaimana  maksud  pasal  4  ayat  (2)  huruf  b  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan

pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  R.Bg.  yaitu

putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat  bukti  surat P.1, P.2 serta dua

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Surat  Keterangan  Domisili)  yang

merupakan  akta  otentik,  telah  bermeterai  cukup,  bernazegelen dan  cocok

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat

tinggal  Penggugat,  sehingga  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  Pasal  285

R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat

(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan  akta  otentik,  telah  bermeterai  cukup,  bernazegelen dan  cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  hubungan

Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  isteri,  sehingga  sejalan  dengan

ketentuan  Pasal  Pasal  285  R.Bg  jo  Pasal  1870 bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
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isteri  itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;  

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga

atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat

(2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi

Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2  Penggugat sudah dewasa dan sudah

disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2   Penggugat

mengenai  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan

dindengar langsung   dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi

2 Penggugat, terbukti fakta -fakta sebagai beriut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat berdomisili

di wilayah Kota Ternate

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang

menikah  pada  tanggal  xxx  yang  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan,  Kota

Ternate, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor  xxx;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan dikaruniai 2  orang anak ;
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4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

rukun  karena  sering  berselisih  dan  bertengkar  sekurang-kurangnya

sejak tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat;

6. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

sekurang-kurangnnya  sekitar  4  bulan  lalu  dan  keduanya  tidak  lagi

kembali hidup bersama;

7. Bahwa, majelis hakim telah  berusaha menasIhati Penggugat

untuk  rukun  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  fakta  hukum sebagai  berikut  khusus  terkait  dengan  masalah

rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

1. Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  pasangan  suami

isteri yang sah;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah

tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus  disebabkan  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat;

3. Bahwa Pengugat dan Terguagat telah pisah tempat tinggal dan

keduanya tidak sekurang-kurangnya sejak 4 bulan lalu dan keduanya

tidak lagi kembali hdup bersama sebagai suami istri;

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum diatas  majelis  dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

yang  sah  dan  belum  pernah  terjadi  perceraian  menurut  hukum  dan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang
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Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  masing-masing  pihak

mempunyai  hak  dan  kepentingan  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam

sengketa  perkawinan  dalam  perkara  ini  (persona  standi  in  judicio),  dan

perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang,  bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah

tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Tergugat   tidak  lagi  memberi  nafkah  kepada  Penggugat  hingga  pergi

meninggalkan Penggugat  maka Majelis berpendapat rumah tagga tersebut

tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pisah  tempat  tinggal  sejak  4  bulan  lalu  dan  keduanya  tidak  lagi  hidup

bersama  maka  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula  yurisprudensi

Mahkamah Agung  RI  Nomor  379/K/AG/1995  tangal  26  Maret  1997  yang

abstraksi  hukumnya  menyatakan  “apabila  suami  isteri  terjadi  perselisihan

dan  terjadi  pisah  tempat,  maka  rumah  tangga  mereka  telah  pecah  dan

gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf

(f); 

Menimbang,  bahwa  telah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan

tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan

bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap

Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat  ahli  fikih  dalam kitab  Al-Iqna  juz  II  halaman 133  yag  dijadikan

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya:  “Disaat  istri  telah  memuncak  rasa  tidak  suka  terhadap

suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya

dengan talak satu;
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Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  ada  harapan  untuk  dipertahankan  lagi  (onheel  baar  tweespalt),

sehingga  tujuan  pernikahan  untuk  membina  keluarga  sakinah,  mawadah,

warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al

Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud; 

Menimbang,  bahwa  memaksakan  untuk  mempertahankan  kondisi

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  yang sudah pecah dan tidak ada

harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih

besar  dari  pada  manfaatnya,  padahal  menolak  mafsadat  diutamakan

daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun,  telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan

suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai

Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

 Menimbang,  bahwa  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), oleh karena

itu  talak Tergugat  terhadap Penggugat  yang akan dijatuhkan adalah talak

yang  kesatu,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2),  huruf  c,

Kompilasi  Hukum  Islam,  majelis  akan  mengabulkan  gugatan  Penggugat

dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  dari  Tergugat  terhadap

Penggugat; 
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  maka  dalam musyawarah  majelis  telah  berkesimpulan  yang  pada

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  telah  dipanggil  secara resmi  dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadi 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  (xxx) terhadap

Penggugat (xxx);  

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara  sejumlah  Rp.  390.000,-  (  tiga  ratus  sembilan   puluh  ribu

rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Ternate pada hari Senin  tanggal  29 Maret 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  15  Syaban  1442   Hijriah  oleh  Drs.  Djabir  Sasole,  M.H

sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Irna Yanti Tjan, S.H sebagai

Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya

Tergugat.
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Hakim Anggota 

Muna Kabir, S.H.I

Bahri Conoras, S.H.I

Ketua Majelis,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 290.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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